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BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR : 188.45/76/406.001.3/2023

TENTANG
PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT DALAM RANGKA PENANGANAN
KEDARURATAN TANAH GERAK DI DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK
KABUPATEN TRENGGALEK

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Desa Timahan Nomor
140/65/406.07.2003 /2023 tanggal 13 Februari 2023
perihal Laporan Bencana Tanah Gerak di Desa
Timahan Kecamatan Kampak dan berdasarkan hasil
peninjauan lapangan dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek dengan
Perangkat Daerah terkait maka perlu adanya tindakan

untuk segera dilaksanakan penanganan;

b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana
yang lebih meluas perlu dilakukan upaya-upaya
pengurangan resiko bencana, sehingga mampu
meminimalisir dampak bencana secara cepat, tepat
dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan

pada masa tanggap darurat;

C. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap
Darurat Dalam Rangka Penanganan Kedaruratan
Tanah Gerak di Desa Timahan Kecamatan Kampak

Kabupaten Trenggalek;



Mengingat
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 26. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 698);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5888)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4829);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6223);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 186);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);



Menetapkan
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Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 23
Tahun 2011 tentang Penanggulangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 2
Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 dan
Susunan Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah  Kabupaten
Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor
17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
(Lembaran Daerah Perangkat Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2014
tentang Perencanaan Penanggulangan Bencana (Berita

Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Penetapan Status Tanggap Darurat Dalam Rangka

Penanganan Kedaruratan Tanah Gerak di Desa Timahan

Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam

DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini untuk melaksanakan

upaya penanganan darurat relokasi rumah warga di Desa

Timahan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.

Memerintahkan kepada semua Perangkat Daerah terkait

untuk melakukan antisipasi dan upaya mengatasi dampak

tanah gerak sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU

Keputusan Bupati ini sesuai tugas dan fungsi masing-masing.



KEEMPAT : Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada
DIKTUM KESATU Keputusan Bupati ini selama 178 (seratus
tujuh puluh delapan ) hari terhitung sejak tanggal 3 Februari
2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 3 Februari 2023

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUNG YUDYANA, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680524 199703 1 001




